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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
5.1 Identitas Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, tokoh 
masyarakat, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan 
infrastruktur di Desa Seberang Taluk Hilir maupun masyarakat yang lainnya yang 
berjumlah 1.818 orang, namun yang dimbil sebagai sempel dengan perhitungan 
menggunakan rumus Slovin yaitu sebanyak 95 orang  dan sudah mewakili dari 
seluruh masyarakat. Yang mana diuraikan sebagai berikut mengenai umur 
responden, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. 
5.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Untuk mengetahui identitas responden penelitian yang digunakan 
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada uraian tabel berikut : 
Tabel 5.1: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin 
Responden 
Jumlah Persentase (%) 
Laki-Laki 24 25,26% 
Perempuan 71 74,74% 
Total 95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
Berdasarkan Tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden 
terbanyak adalah perempuan sebanyak 71 orang dengan persentase 74,74%. 
Sedangkan laki-laki sebanyak 24 orang dengan presentase 25, 26%. Berdasarkan 
hasil rekapitulasi di atas masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini 
sebagian besarnya adalah perempuan. 
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5.1.2 Responden Berdasarkan Umur 
Untuk mengetahui identitas responden penelitian yang digunakan 
berdasarkan umur  dapat dilihat pada uraian tabel berikut : 
Tabel 5.2: Jumlah Responden Berdasarkan Umur 
Umur Responden Jumlah Persentase (%) 
20-29 Tahun 12 12,63% 
30-39 Tahun 33 34,74% 
40-49 Tahun 38 40% 
> 50 Tahun 12 12,63% 
Total 95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
 Berdasarkan Tabel 5.2 diatas dapat dilihat responden dengan rentang usia 
20-29 tahun berjumlah 12 orang atau 12,63%. Responden dengan rentang usia 30-
39 tahun berjumlah 33 orang atau 34,74%. Responden dengan rentang usia 40-49 
tahun berjumlah 38 orang atau 40% dan responden dengan usia diatas 50 tahun 
berjumlah 12 orang atau 12,63%. Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas 
masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh 
masyarakat yang berumur 40-49 tahun. 
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Untuk mengetahui identitas responden penelitian yang digunakan 
berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada uraian tabel berikut : 
Tabel 5.3: Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 
Petani 24 25,26% 
PNS 8 8,42% 
Wiraswasta 11 11,58% 
Ibu Rumah Tangga 52 54,74% 
Total 95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
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 Berdasarkan data tabel 5.4 diatas dapat dilihat responden yang bekerja 
sebagai petani berjumlah 35 orang atau 36,84%. Responden yang bekerja sebagai 
PNS berjumlah 12 orang atau 12,63%. Responden yang bekerja sebagai 
wiraswasta berjumlah 25 orang atau 26,32%. Sedangkan responden yang bekerja 
sebagai ibu rumah tangga berjumlah 83 orang atau 94,32%. Berdasarkan hasil 
rekapitulasi di atas maka dapat diketahui jumlah responden berdasarkan pekerjaan 
didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. 
5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 
Untuk mengetahui identitas responden penelitian yang digunakan 
berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada uraian tabel berikut : 
Tabel 5.4: Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan   
Pendidikan  Jumlah Persentase (%) 
SD 11 11.58% 
SLTP 46 48,42% 
SLTA 32 33,68% 
S1/Diploma 6 6,32% 
Total 95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
 Berdasarkan dari tabel 5.5 di atas dapat dilihat responden yang 
berpendidikan terakhir SD berjumlah 11 orang atau 11.58%, kemudian yang 
berpendidikan terakhir SLTP berjumlah 46 orang atau 48,42%, selanjutnya untuk 
yang berpendidikan terakhir SLTA berjumlah 32 orang atau 33,68%, sedangkan 
yang berpendidikan terakhir S1/Diploma berjumlah 6 orang atau 6,32%. 
Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir 
masyarakat yang menjadi rensponden adalah berpendidikan terakhir SLTP. 
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5.2 Pelaksanaan Pembangunan  Infrastruktur Di Desa Seberang Taluk 
Hilir 
Pembangunan menurut Haryono Sudiramunawar (2002:15) merupakan 
suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus menuju 
kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik 
secara menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang 
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan. 
 Pelaksanaan pembangunan di desa merupakan suatu hal yang sangat 
penting untuk direalisasikan dalam upaya mendukung terlaksananya otonomi desa 
agar terciptanya pemerataan pembangunan antara desa dan kota untuk 
meminimalisir kesenjangan yang sering terjadi. Mengingat sangat sulitnya apabila 
pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Sehingga diperlukan 
adanya gerakan pembangunan khususnya infrastruktur dari pemerintahan desa 
sebagai tingkat pemerintahan terbawah.  
Untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan, diperlukan 
tahapan-tahapan atau akpek-aspek yang dapat mendukung terciptanya 
pembangunan yang berkesinambungan tersebut. Adapun aspek yang harus 
diperhatikan yaitu input, proses, dan output.  
Input merupakan semua potensi yang dimasukkan ke dalam sebuah proses. 
Sedangkan proses merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan antara 
ruang, waktu, keahlian atau sumber daya lainnya yang dirancang untuk mengubah 
input menjadi hasil/keluaran. Selanjutnya, output merupakan hasil langsung yang 
dapat dirasakan dari suatu proses.  
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Pelaksanaan tahapan input, proses, dan output yang dilaksanakan dalam 
pelasanaan pembangunan infrastruktur dapat dijabarkan menjadi perencanaan 
pembangunan, menganalisa pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan Desa. 
5.2.1 Perencanaan Pembangunan Desa 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan 
desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan desa.  
Dalam melakukan  perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dan 
keterlibatan unsur BPD adalah hal yang paling utama untuk dilakukan. Dari hasil 
wawancara yang diperoleh  dari Bapak Diki Yuliandos, A.Md selaku Sekretaris 
Desa Seberang Taluk Hilir, mengatakan: 
“Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, kami selaku 
pemerintah desa selalu melakukan rapat dengan masyarakat tentang 
program-program yang akan diusulkan. Selain itu dalam rapat-rapat 
yang kami adakan selalu berusaha mendengarkan aspirasi dari 
masyarakat tentang apasajakah pembangunan-pembangunan yang 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat.”(wawancara: 29 Maret 2019) 
 
Bentuk keikut sertaan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa Seberang 
Taluk Hilir untuk tahun 2018-2023 tersebut dapat dilihat dari kutipan gambar di 
bawah ini yang memperlihatkan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah 
desa bersama masyarakat, beserta unsur BPD yang diambil pada 27 Februari 2018 
sebagi berikut: 
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Gambar 5.1 Musyawarah Penyusunan RPJM Desa di Kantor Desa 
Dari hasil wawancara peneliti dengan sekretaris desa, dapat terlihat bahwa 
pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan 
pembangunan. Hal ini dilakukan agar rancangan RPJM Desa dan RKP Desa dapat  
mudah untuk dilakukan kedepannya dengan melibatkan masyarakat serta dapat 
melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. hal ini sejalan 
dengan yang pendapat Taliziduhu Ndraha (2003:56) yang mengatakan 
keberhasilan pembangunan pada masyarakat desa dapat dilihat dari salah satunya 
adalah pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
5.2.2 Menganalisa Pembangunan Desa 
Menganalisa merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk mengamati 
suatu rencana program pembangunan secara mendetail. Hal ini diperlukan guna 
dalam pelaksanaan pembangunan akan lebih mudah untuk direalisasikan karena 
dengan adanya analisa akan lebih mudah untuk menguraikan dan menentukan 
kesimpulan kesimpulan terhadapa langka apa yang harus diambil.   
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Pemerintah sebagai aparatur yang menjalankan atau merealisasikan 
pembangunan tentu melakukan perencanaan. Dalam perencanaan pembangunan 
tersebut tentunya pemerintah melibatkan masyarakat untuk melihat permasalahan 
dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat dalam waktu tersebut. Dari 
uraian permasalahan di dalam masyarakat dan rencana-rencana yang dijabarkan 
oleh pemerintah melalui RPJM Desa, tentunya diperlukan analisa oleh pemerintah 
bersama unsur BPD untuk melihat hal urgent apa yang harus direalisasikan 
pembangunannya terlebih dahulu untuk memecah persoalan yang terjadi didalam 
masyarakat.  
Dengan adanya analisa oleh pemerintah desa dari RPJM Desa dan melihat 
permasalah dilapangan. Maka pemerintah akan lebih mudah untuk merancang dan 
melaksanakan pembangunan jangka pendek melalui RKP Desa. Adapun yang 
menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2018 di Desa Seberang Taluk Hilir 
adalah berfokus pada infrastruktur pendukung pertanian. Dari hasil wawancara 
yang peneliti lakukan kepada Bapak Solahudin, SE selaku Kepala Desa Seberang 
Taluk Hilir terkait pembangunan infrastruktur di Desa Seberang Taluk Hilir,  
menyatakan bahwa: 
“Pemerintah membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur 
tahun 2018 yang telah dimusyawarahkan dengan masyarakat 
sebelumnya, dimana pemerintah desa lebih mengarahkan arah 
pembangunan kepada infrastruktur penunjang pertanian seperti 
membangun jalan usaha tani, serta melakukan peremajaan kembali 
pintu air dan irigasi. Selain itu pemerintah desa juga melakukan 
pembukaan jalan baru untuk lahan kosong yang belum digarap oleh 
masyarakat yang tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat 
untuk menggarap lahan tersebut sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya didukung oleh 
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pemerintah desa dengan pemberian bibit tanaman seperti, bibit 
musang king dan pinang batara.”(wawancara: 29 Maret 2019) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa 
Seberang Taluk Hilir berusaha melakukan pembangunan infrastruktur yang 
bertujuan agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa khususnya 
melalui pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada skala prioritas 
pembangunan yang telah di tetapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.  
5.2.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Pelaksanaan pembangunan desa perpatokan pada RPJM Desa. RPJM Desa 
merupakan rencana stategis desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa 
tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan 
dengan perencanaan tingkat kabupaten. Sedangkan untuk pelaksanaan operasional 
dijabarkan dalam bentuk RKP Desa. RKP Desa adalah rencana kerja 
pembangunan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan 
penjabaran dari PRJM Desa.  
Pembangunan infrastruktur khususnya di desa harus dilaksanakan dengan 
penuh perencanaan melalui RPJM Desa dan RKP Desa, serta selalu melibatkan 
masyarakat dalam proses pembangunan agar manfaat dari pembangunan tersebut 
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta dan sesuai dengan apa yang 
sedang dibutuhkan oleh masyarakat agar memberikan dampak yang positif 
meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Adapun daftar Rencana 
Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2018 sebagai berikut: 
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Tabel 5.5: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun  
2018 
No Jenis Kegiatan Lokasi Pembiayaan Keterang          
an Jumlah (Rp) Sumber 
1. Kegiatan semenisasi 
jalan pemukiman 
Desa 175.076.600 APBDES Terlaksana 
2. Pembangunan/pemelihar
aan jalan usaha tani 
Desa 287.460.600 APBDES Terlaksana 
3. Kegiatan pembuatan 
jalan baru dan turap 
Desa 128.509.405 APBDES Tidak 
Terlaksana 
4. Pembangunan jembatan Desa 129.179.800 APBDES Terlaksana 
5. Kegiatan pengadaan 
bibit pinang batara 
Desa 38.900.000 APBDES Terlaksana 
6. Pengadaan alat 
pertanian 
Desa 59.905.900 APBDES Terlaksana 
7. Pengembangan bibit 
lokal 
Desa 29.500.000 APBDES Terlaksana 
8. Pemeliharaan sarana 
dana prasaranan 
kesehatan 
Desa 8.245.900 APBDES Terlaksana 
Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk hilir 2019 
Dari tabel di atas juga terlihat bahwa terdapat satu jenis kegiatan yang tidak 
dapat terlaksana. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Diki 
Yuliandos, A.Md selaku Sekretaris Desa Seberang Taluk Hilir, menyatakan 
bahwa: 
“Kegiatan pembangunan turap yang kami lakukan tidak dapat 
dituntas dikarenakan faktor terhalangnya pada pembebasan lahan. 
Masyarakat yang tanahnya terkena proyek tersebut tidak mau 
menghibahkan  sebagian tanahnya, sehingga menyebabkan 
pengerjaan proyek harus terhenti”. (Wawancara Rabu, 20 Maret 
2019) 
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Dari tabel dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisa 
bahwa pelaksanaan pembangunan infrastrukur di Desa Seberang Taluk Hilir  
terhambat dengan permasalahan pembebasan lahan. Selain itu, dari hasil opservasi 
yang dilakukan, peneliti melihat terganggunya hubungan baik antar pemerintah 
desa dengan masyarakat desa dari permasalahan pembebasan lahan ini. 
Dalam proses pembangunan, masyarakat berhak untuk melakukan 
pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan kepada 
pemerintah desa dan BPD. Selain itu, pemerintah desa wajib menginformasikan 
perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) kepada masyarakat melalui layanan informasi. Dari hasil 
wawancara dengan Bapak Solahudin, SE selaku Kepala Desa Seberang Taluk 
Hilir terkait pembangunan infrastruktur di Desa Seberang Taluk Hilir,  
menyatakan bahwa: 
“Upaya yang pemerintah desa lakukan dalam keterbukaan informasi 
terhadapa masyarakat mengenai APBDes adalah dengan memasang 
papan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan desa 
serta berapa jumlah dana yang diperoleh desa dan pengeluarannya. 
Sehingga dengan begitu akan memberikan tranfaransi mengenai 
dana desa kepada masyarakat. Dengan adanya papan informasi ini 
kami berharap agar masyarakat lebih peduli dan mau ikut serta 
untuk memajukan Desa Seberang Taluk Hilir”(wawancara: 29 Maret 
2019) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Bentuk perwujudan dari transfaransi yang dilakukan oleh pemerintah desa 
adalah dengan memasang papan informasi yang dapat dilihat dari kutipan gambar 
yang diambil dari dokumentasi Kantor Desa Seberang Taluk Hilir pada tahun 
2018 sebagai berikut: 
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Gambar 5.2 Pemasangan Papan Informasi Penggunaan APBDes 
Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisa bahwa 
pemerintah desa sudah berusaha untuk melakukan transfaransi mengenai 
pembangunan yang dilakukan serta dana yang dikeluarkan. Hanya saja dari hasil 
obsevasi yang dilakukan oleh peneliti masih terlihat bahwa kurangnya partisipasi 
dari masyarakat untuk melapor apabila dilapangan di temui hal-hal yang tidak 
sesuai dengan seharusnya.  
5.3 Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa  
Seberang Taluk Hilir  
Dalam proses pembangunan tentunnya akan menimbulkan dampak bagi 
masyarakat yang menerima atau merasakan pembangunan tersebut, baik berupa 
dampak sosial atau pun ekonomi (material) dari perubahan yang terjadi akibat 
adanya pembangunan.  
Menurut Rogers (1983) dalam Zulkarimen Nasution (2007: 28) dalam buku 
yang berjudul, Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya, 
menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial 
dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat  yang dimaksudkan untuk 
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kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan 
dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas masyarakat melalui kontrol 
yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Dari 
penjabaran di atas dapat dinyatakan bahwa pembangunan memberikan dampak 
perubahan bagi masyarakat, yaitu Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi. 
5.3.1 Aspek  Sosial  
Masyarakat Indonesia kini tengah mengadakan pembangunan di era 
reformasi dengan sistem desentralisasi, yang mengakibatkan terjadinya perubahan 
sosial yang cepat dalam masyarakat Indonesia. Di dalam sistem sosial, masyarakat 
selalu mengalami perubahan dan memberikan dampak dalam suatu proses  
multidimensional yang mencakup berbagai permasalahan, yaitu  
a. Kesejahteraan sosial, meliputi: peningkatan kesejahteraan, kehidupan yang 
lebih layak, mengurangi tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan. 
b. Sarana dan infrastruktur, meliputi: jalan, jembatan, penyediaan alat 
pertanian, dan kesehatan.  
c. Lingkungan sosial, meliputi: meminimalisir konflik, hubungan baik dengan 
masyarakat sekitar, interaksi sosial, dan pengembangan budaya dan tradisi. 
A. Kesejahteraan Sosial 
Untuk mengetahui sejauh mana dampak dari pembangunan infrastruktur bagi 
masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir terhadap perubahan sosial masyarakat,  
maka dapat dilihat pada uraian tabe 
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Tabel 5.6: Tanggapan  Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang   
Dampak Kesejahteraan Sosial Pembangunan Infrastruktur Desa 
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
Jumlah 
SS S TS STS 
1 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa 
memberikan pengaruh 
terhadap 
meningkatnya 
kesejahteraan sosial 
masyarakat desa.  
18 65 12 0 95 
18,95% 68,42% 12,63% 0% 100% 
2 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa 
dapat mengurangi 
tingkat kemiskinan 
masyarakat desa. 
5 27 56 7 95 
5,26% 28,42% 58,95% 7,37% 
 
100% 
 
3 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa  
memberikan pengaruh 
terhadap 
meningkatnya 
kesehatan masyarakat 
desa. 
16 63 11 5 95 
16,84% 66,32% 11,58% 5,26% 100% 
 
 
 
4 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa  
memberikan pengaruh 
terhadap 
meningkatnya tingkat 
pendidikan masyarakat 
desa. 
20 58 14 3 95 
21,05% 61,05% 14,74% 3,16% 100% 
Jumlah 59 213 93 15 380 
Rata-Rata 14,75 53,25 23,25 3,75 95 
Persentase 15,53% 56,05% 24,47% 3,95% 100% 
76 
 
 
Berdasarkan tabel 5.6 tanggapan responden tentang indikator kesejahteraan 
sosial,  responden menjawab sangat setuju sebanyak 14,75 atau 16,67%, setuju 
sebanyak 53,25 atau 56,05%%, tidak setuju sebanyak 23,25 atau 24,47% dan 
sangat tidak setuju sebanyak 3,75 orang atau 3,95%. Sehingga pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Desa Seberang Taluk Hilir memberikan dampak 
kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya dapat disimpulkan cukup baik.  
Di dalam pembangunan infrastruktur yang paling utama adalah bagaimana 
pembangunan tersebut dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyaratnya. 
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Solahudin, SE selaku Kepala 
Desa Seberang Taluk Hilir mengatakan: 
“Selain melakukan pembangunan yang berorientasi pada program 
penunjang pertanian mengingat sebagian besar penduduk desa 
berprofesi sebagai petani. Kami selaku aparatur desa juga selalu 
melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. 
Salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan mempekerjakan 
masyarakat setempat dalam menjalankan proyek-proyek desa. Hal ini 
sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah berupa 
program Padat Karya Tunai Di Desa (PKTD) yang merupakan  
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya masyarakat 
miskin dan marginal yang bersifat produktif”. (wawancara Jumat, 29 
Maret 2019)  
Pembangunan turap beton sebagai akses jalan bagi petani yang dikerjakan 
oleh masyarakat desa dapat dilihat dari kutipan gambar yang diambil dari 
dokumentasi desa pada tahun 2018: 
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Gambar 5.3 Pembangunan Turap Beton di Dusun Punago  
Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Desa Seberang Taluk 
Hilir yakni Bapak Dasrianto yang mengatakan bahwa: 
“Dengan pembukaan jalan baru ini memudahkan masyarakat untuk 
mengakses lahan pertanian mereka. Ditambah lagi dengan adanya 
pemeberian bibit tanaman yang bibagikan oleh desa, sehingga 
masyarakat tidak perlu menegluarkan biaya tambahan untuk 
pembelian bibit tanaman”. ( Wawancara Sabtu, 30 Maret 2019)  
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisa bahwa 
Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir telah berusaha melakukan pembangunan 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang 
tepat sasaran dengan melihat latar belakang sosial masyarakat desa yang sebagian 
besarnya adalah petani. Tetapi disisi lain, dari hasil observasi dilapangan peneliti 
melihat dalam pembangian bibit tanaman tersebut tidaklah merata dan adil, 
karena yang menerima bibit tanaman tersebut sebagian besar adalah perangkat 
desa seperti, RT dan RW.  
B. Sarana dan Infrastruktur  
Untuk mengetahui sejauh mana dampak sosial dari sarana dan infrastruktur 
Desa Seberang Taluk Hilir,  maka dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini : 
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Tabel 5.7: Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang   
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Serta Sarana 
Kesehatan dan Alat Pertanian Oleh Pemerintah Desa  
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
Berdasarkan tabel 5.7 di atas, dari tanggapan responden terhadap indikator 
sarana dan infrastruktur, rata-rata responden menjawab sangat setuju 4 atau 
4,21%, setuju sebanyak 39,5atau 41,58%, tidak setuju sebanyak 47,5 atau 50%, 
dan sangat tidak setuju sebanyak 4 atau 4,21%. Sehingga pelaksanaan 
pembangunan sarana dan infrastruktur Desa Seberang Taluk Hilir seperti 
jembatan, jalan, sarana kesehatan, dan alat pertanian dapat disimpulkan kurang 
baik.  
Dari hasil observasi, peneliti melihat jalan pemukiman yang merupakan 
akses utama bagi warga untuk menghubungkan dengan desa tetangga banyak 
yang berlobang dan apabila hujan turun jalan tersebut tergenang air.  
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
Jumlah 
SS S TS STS 
1 
Penyediaan alat 
pertanian dan sarana 
kesehatan telah sesuai 
dengan harapan 
masyarakat desa. 
8 42 39 6 95 
8,42% 44,21% 41.05% 6,32% 100% 
2 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur jalan dan 
jembatan berjalan 
sesuai dengan harapan 
masyarakat desa. 
0 37 56 2 95 
0% 38,95% 58,95% 2,10% 
 
100% 
 
Jumlah 8 79 95 8 190 
Rata-Rata 4 39,5 47,5 4 95 
Persentase 4,21% 41,58% 50% 4,21% 100% 
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Berikut adalah kutipan gambar kondisi jalan pemukiman Desa Seberang 
Taluk Hilir yang diambil oleh peneliti pada 30 Maret 2019: 
 
Gambar 5.4 Jalan Pemukiman yang Rusak di Desa Seberang Taluk Hilir 
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Solahudin, SE selaku 
Kepala Desa Seberang Taluk Hilir mengenai permasalahan jalan pemukiman ini 
mengatakan: 
“Mengenai jalan yang rusak pemerintah desa untuk sementara lebih 
menekankan pada pembukaan jalan baru, jika jalan tersebut benar-
benar sudah tidak bisa dilewati dan desa memilki dana lebih maka 
pemerintah desa baru akan memperbaiki jalan yang rusak tersebut”. 
(wawancara Jumat, 29 Maret 2019) 
Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dianalisa bahwa 
desa belum memprioritaskan pembangunan jalan yang rusak tersebut. Selain itu 
kurangnya anggaran yang dimiliki desa sehingga menyebabkan desa tidak dapat 
melakukan pembangunan atau perbaikan jalan pemukiman yang rusak tersebut. 
C. Lingkungan Sosial 
Untuk mengetahui sejauh mana dampak lingkungan sosial dari 
pembangunan infrastruktur Desa Seberang Taluk Hilir,  maka dapat dilihat pada 
uraian tabel dibawah ini : 
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Tabel 5.8: Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang 
Dampak Lingkungan Sosial Atas Pembangunan Infrstruktur 
Desa 
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
 Berdasarkan tabel 5.8 di atas, dari tanggapan responden terhadap indikator 
lingkungan sosial, rata-rata responden menjawab sangat setuju 13,75 atau 
14,47%, setuju sebanyak 59,25 atau 62,37%, tidak setuju sebanyak 18 atau 
18,95%, dan sangat tidak setuju sebanyak 4 atau 4,21%. Sehingga dapat 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
Jumlah 
SS S TS STS 
1 
Konflik di desa 
menurun dengan 
adanya pembangunan 
infrastruktur 
16 57 19 3 95 
16,84% 60% 20% 3,16% 100% 
2 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa 
berdampak baik bagi 
hubungan antar 
masyarakat 
3 45 37 10 95 
3,16% 47,37% 38,94% 10,53% 
 
100% 
 
3 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa  
selalu melibatkan 
masyarakat 
18 63 12 2 95 
18,95% 66,32% 12,63% 2,10% 100% 
 
 
 
4 
Pembangunan 
infrastruktur desa 
selalu mendukung 
pengembangan budaya 
dan tradisi 
18 72 4 1 95 
18,95% 75,79% 4,21% 1,05% 100% 
Jumlah 55 237 72 16 380 
Rata-Rata 13,75 59,25 18 4 95 
Persentase 14,47% 62,37% 18,95% 4,21% 100% 
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disimpulkan pelaksanaan pembangunan di Desa Seberang Taluk Hilir 
memberikan dampak cukup baik bagi lingkungan sosial masyarakat desa. 
Dari observsi peneliti melihat adanya hubungan yang kurang harmonis 
antara pemerintah desa dengan beberapa masyarakat. Hal ini dikarenakan 
permasalahan pembebasan lahan atas pembangunan turap, sehingga 
menyebabkan pembangunan proyek terhenti.  
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Solahudin, SE selaku 
Kepala Desa Seberang Taluk Hilir, menyatakan: 
“Langka yang kami tepuh dalam mengatasi permasalahan ini adalah 
dengan cara persuasif atau mengajak masyarakat. Jika masyarakat 
belum mau menyerahkan lahannya, maka pemerintah akan 
memberikan penjelasan dan pemahanaman tentang tujuan dari 
proyek tersebut. Jika masyarakat sudah paham dan mengerti serta 
mau menyerahkan tanahnya maka pemerintah desa akan melanjutkan 
programnya, dan untuk sementara waktu pengerjaan proyek ditunda 
hingga batas waktu yang belum ditentuka”. (Wawancara Jumat, 29 
Maret 2019) 
Sementara itu, dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari seorang 
warga masyarakat yaitu ibu surya menyatakan bahwa: 
“Lahan pertanian saya yang terkena pembangunan tersebut cukup 
besar dibandingkan dengan warga yang lain, sehingga saya ingin 
meminta ganti rugi dari lahan saya yang terkena proyek tersebut”. 
(Wawancara Sabtu, 30 Maret 2019)  
Dari wawancara yang dilakuakan oleh peneliti, dapat dianalisa bahwa 
permasalahan pembebasan lahan yang terjadi di Desa Seberang Taluk Hilir ini 
belum menemukan titik terangnya dikarenkan belum adanya kesepatan yang 
dijalin antara pemerintah desa dengan masyarakat yang lahannya terkena proyek 
pembangunan.  
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5.3.2 Aspek Ekonomi 
Pelaksanaan pembangunan di tengah masyarakat merupakan bagian dari 
peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya pembangunan infrastruktur 
diharapakan bisa membantu dalam permasalahan ekonomi masyarakat. Berikut 
adalah permasalahan dalam aspek ekonomi, yaitu: 
a. Terciptanya lapangan pekerjaan, meliputi: menciptakan kesempatan kerja 
bagi masyarakat dan berkurangnya pengangguran. 
b. Peningkatan pendapatan, meliputi: peningkatan mata pencaharian 
masyarakat dari sebelumnya dan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. 
A. Lapangan Pekerjaan  
Untuk mengetahui sejauh mana dampak sosial lapangan pekerjaan dari 
pembangunan infrastruktur Desa Seberang Taluk Hilir,  maka dapat dilihat pada 
uraian tabel dibawah ini : 
Tabel 5.9: Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang 
Dampak Lapangan Pekerjaan Atas Pembangunan Infrastruktur 
Desa 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
Jumlah 
SS S TS STS 
1 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa 
menciptakan 
kesempatan kerja bagi 
masyarakat desa 
13 53 25 4 95 
13,68% 55,79% 26,32% 4,21% 100% 
2 
Pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur desa 
memberikan dampak 
pada berkurangnya 
11 37 32 15 95 
11,58% 38,95% 33,68% 15,79% 
 
100% 
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Sumber: Data primer yang diolah 2019 
Berdasarkan tabel 5.9 di atas, dari tanggapan responden terhadap indikator 
lapangan pekerjaan, rata-rata responden menjawab sangat setuju 12 atau 12,63%, 
setuju sebanyak 45atau 47,37%, tidak setuju sebanyak 28,5 atau 30%, dan sangat 
tidak setuju sebanyak 9,5 atau 10%. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan 
pembangunan di Desa Seberang Taluk Hilir memberikan dampak lapangan 
pekerjaan bagi masyarakatnya dapat disimpulkan cukup baik.  
Dalam pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa dihimbau untuk 
menjalankan programnya sesuai dengan program Padat Karya Tunai Di Desa 
(PKTD) yang merupakan Keputusan bersama (SKB) empat kementrian yakni 
Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017 
lalu. PKTD merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang 
miskin dan marginal yang bersifat produktif, dengan dengan mengutamakan 
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk untuk 
memberikan tambahan upah/ pendapatan,meningkatkan daya beli, mengurangi 
kemiskinan 
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Solahudin, SE selaku 
Kepala Desa Seberang Taluk Hilir, menyatakan: 
jumlah pegangguran 
Jumlah 24 90 57 19 190 
Rata-Rata 12 45 28,5 9,5 95 
Persentase 12,63% 47,37% 30% 10% 100% 
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“Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa 
mempekerjakan 100% nya merupakan penduduk setempat. Program 
PKTD merupakan program yang memperdayakan masyarakat 
setempat dalam pelaksanaan pembangunannya. Dengan begitu 
pemerintah desa dapat memberdayakan masyarakat desa, khususnya 
masyarakat miskin. Desa menggunakan paling sedikit 30% dana desa 
wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka 
menciptakan lapangan pekerjaan di desa”. (Wawancara Jumat, 29 
Maret 2019) 
 
Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menganalisa bahwa 
pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunannya memberdayakan 
masyarakat setempat, sehingga dengan begitu akan membantu masyarakat yang 
belum memiliki pekerjaan untuk dapat bekerja menjalankan proyek-proyek 
pembangunan desa, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran 
di Desa Seberang Taluk Hilir. Berikut adalah data mata pencaharian tahun 2017 
dan 2019, yaitu:  
Tabel 5.10: Struktur Mata Pencaharian Masyarakat 2017 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Petani 600  orang 
2. Pedagang 60  orang 
3. PNS 40  orang 
4. Tukang 20  orang 
5. Guru 16   orang 
6. Bidan/ Perawat 5   orang 
7. Sopir/ Angkutan 2   orang 
8. Pesiunan 15   orang 
9. TNI/ Polri 3    orang 
10. Buruh -    orang 
11. Jasa persewaan -     orang 
12. Swasta 30     orang 
13. Pengangguran 32        orang 
Total 823      orang 
Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2019  
 
85 
 
 
Tabel 5.11: Struktur Mata Pencaharian Masyarakat 2018 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Petani 612 orang 
2. PNS 47 orang 
3. Honorer 28 orang 
4. Karyawan Swata 57 orang 
5. Ibu Rumah Tangga 134 orang 
6. TNI 1   orang 
7. Polri 2   orang 
8. Pesiunan 8 orang 
9. Pengangguran  26 orang 
Total 915      orang 
Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2019 
Dari data dua Tabel di atas, terlihat adanya penurunan jumlah angka 
penganguran di Desa Seberang Taluk Hilir, yang secara tidak langsung angka 
tersebut menurun di akibatkan dampak dari adanya pembangunan infrastruktur 
oleh pemerintah desa bersama masyarakat. 
B. Peningkatan Pendapatan 
Tabel 5.12: Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang 
Dampak  Peningkatan Pendapatan Atas Pembangunan 
Infrastruktur Desa 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
Jumlah 
SS S TS STS 
1 
Pembangunan 
infrastruktur desa 
memberikan dampak 
pada meningkatnya 
pendapatan mata 
pencaharian 
masyarakat dari 
sebelumnya 
20 45 23 7 95 
21,05% 47,37% 24,21% 7,37% 100% 
2 Pemenuhan kebutuhan 15 38 27 15 95 
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Sumber: Data primer yang diolah 2019 
 Berdasarkan tabel 5.10 di atas, dari tanggapan responden terhadap 
indikator peningkatan pendapatan, rata-rata responden menjawab sangat setuju 
17,5 atau 18,42%, setuju sebanyak 41,5 atau 43,68%, tidak setuju sebanyak 25 
atau 26,32%, dan sangat tidak setuju sebanyak 11 atau 11,58%. Sehingga dapat 
disimpulkan pelaksanaan pembangunan di Desa Seberang Taluk Hilir dalam 
peningkatan pendapatan masyarakat dapat disimpulkan cukup baik. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan  
peningkatan pendapatn yang diperoleh dari Bapak Diki Yuliandos, A.Md selaku 
Sekretaris Desa Seberang Taluk Hilir, menyatakan bahwa: 
“Kami selaku pemerintah desa berupaya agar pembangunan yang 
kami laksanakan memberikan dampak terhadap meningkatnya 
pendapatan masyarakat. salah satu upaya yang kami lakukan adalah 
dengan membeli bahan baku pembangunan, contohnya membeli 
bahan baku pasir dan batu  dari masyarakat setempat yang memiliki 
usaha tambang, sehingga dana yang dikeluarkan desa untuk biaya 
pembangunan tetap berputar di dalam desa”. (Wawancara Rabu, 20 
Maret 2019) 
 
Dari hasil wawancara, peneliti menganalisa bahwa upaya yang dilakukan 
oleh pihak pemerintah desa bisa dikatakan sudah cukup bagus, tetapi hal ini 
rumah tangga 
masyarakat desa 
semakin meningkat 
dengan adanya 
pembangunan 
infrastruktur 
penunjang ekonomi 
15,79% 40% 28,42% 15,79% 
 
100% 
 
Jumlah 35 83 50 22 190 
Rata-Rata 17,5 41,5 25 11 95 
Persentase 18,42% 43,68% 26,32% 11,58% 100% 
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hanya bersifat sementara saja bagi masyarakat, karena bisa dikatakan jarang 
terjadi pembangunan desa berlangsung sepanjang tahun tanpa henti. 
5.3.3 Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden 
Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara 
dalam penjelasan diatas, maka berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang 
hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut : 
Tabel 5.13: Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden 
No Indikator 
Kategori Jawaban 
SS S TS STS 
F % F % F % F % 
1 Kesejahtera 
an Sosial 
59 
15,53
% 
213 
56,05
% 
92 
24,47
% 
51 
3,92
% 
2 Sarana dan 
Infrastruktur 
8 
4,21
% 
79 
41,58
% 
95 50% 8 
4,21
% 
3 Lingkungan 
Sosial 
55 
14,47
% 
237 
62,37
% 
72 
18,95
% 
16 
4,21
% 
4 Lapangan 
Pekerjaan 
24 
12,63
% 
90 
47,37
% 
57 30% 19 10% 
5 Peningkatan 
Pendapatan 
35 
18,42
% 
83 
43,68
% 
50 
26,32
% 
22 
11,58
% 
Jumlah 181 
65,26
% 
702 
251,0
5% 
366 
149,7
4% 
116 
33,92
% 
Sumber: Data primer yang diolah 2019 
Dari tabel diatas diketahui hasil dari rekapitulasi seluruh indikator dalam 
penelitian ini. Untuk mengukur implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, maka berikut peneliti 
memaparkan hasilnya : 
Sangat Setuju  (A) = 181 
Setuju   (B) = 702 
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Tidak Setuju  (C) = 366 
Sangat Tidak Setuju (D) = 116 
Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi diatas dapat digunakan 
rumus sebagai berikut : 
Na = Fa + Fb + Fc + Fd 
    = 181+702+366+116 
    = 1.365 
Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan 
bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu : 
Frekuensi Option A = 181x4 = 724 
Frekuensi Option B = 702x3 = 2.106 
Frekuensi Option C = 366x2 = 732 
Frekuensi Option D = 116x1 = 232 
Jumlah F = 3.794 
Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh diatas maka dapat dicari persentase rata-
rata kualitatifnya sebagai berikut : 
P  
 
 
       
 =
       
     
 
 =
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 = 69,49% 
Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah Analisis 
Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Seberang 
Taluk Hilir untuk memahami maksimal atau tidak maksimalnya maka akan diberi 
ukuran, menggunakan teknik pengukuran sebagai berikut : 
Baik   : 76-100% 
Cukup Baik  : 56-75% 
Kurang Baik : 40-55% 
Tidak Baik : 0-39% 
Kuesioner tentang dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa 
di Desa Seberang Taluk Hilir menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur 
memberikan dampak sosial ekonomi dalam kategori “Cukup Baik” hal ini dapat 
dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 69,49%.  
5.4 Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Seberang Taluk 
Hilir 
Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah 
Desa Seberang Taluk Hilir, dimana di dalam pelaksanaannya tentu menemukan 
hambatan-hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi yang dilakukan 
oleh peneliti, maka diketahui adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
proses pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut: 
5.4.1 Aspek Sosial 
Hambatan yang dilihat oleh peneliti adalah kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara menyeluruh. Hal ini 
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terlihat masih terdapatnya permasalahan pembebasan lahan yang terjadi antar 
pemerintah desa dengan sebagian masyarakat desa, sehingga menyebabkan 
proyek pembangunan terhenti. 
Berdasarkan hasil obsevasi di lapangan, peneliti melihat belum matangnya 
perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah desa guna 
mensejahterahkan masyarakat, selain dengan adanya program jangka pendek yaitu 
dengan RKPDes, tentu dengan adanya proses program jangka panjang dalam 
penyelenggaraannya akan memiliki tujuan yang pasti dalam pembangunan. 
5.4.2 Aspek Ekonomi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hambatan dalam 
aspek ekonomi yaitu keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pemerintah desa 
sehingga hanya dapat melakukan pembangunan dibeberapa sektor tertentu saja 
seperti bidang pertanian. Hal ini menyebabkan pemerintah desa kekurangan biaya 
untuk melakukan peremajaan terhadap jalan-jalan pemukiman yang sudah rusak.  
Keadaan ekonomi masyarakat Seberang Taluk Hilir yang mayoritas 
penduduknya tergolong kurang mampu mengalami keterbatasan pada modal 
usaha sehingga sulit untuk meningkatkan pendapatan. Walaupun pemerintah desa 
telah mendorong dengan memberikan bibit tanaman, tetapi hal tersebut tentu tidak 
serta-merta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa adanya pelatihan 
dan modal usaha yang diberikan. 
Pembangunan senantiasa mengandung dampak negatif maupun positif. 
Untuk itu, dalam merespon perubahan yang terjadi akibat adanya proses 
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pembangunan diperlukan kearifan dan pemahaman yang mendalam mengenai 
nilai, arah program, dan strategi yang sesuai dengan perubahan itu sendiri.  
Salah satu dampak dari pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial di 
dalam masyarakat yang secara tidak langsung tentu berpengaruh pada ekonomi 
masyarakat. Menurut Nanang Martono (2012: 2) dalam bukunya yang berjudul, 
Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan 
Poskolonial, menyebutkan bahwa perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai 
perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, 
terjadi perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang 
berlainan. Perubahan harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda, dengan 
kata lain dalam dimensi waktu yang berbeda dan objek yang menjadi fokus 
haruslah objek yang sama. 
Perubahan sosial dengan demikian akan melibatkan dimensi ruang dan 
waktu. Dimensi ruang menunjukkan pada wilayah terjadinya perubahan sosial 
serta kondisi yang melingkupinya. Sedangkan dimensi waktu dalam studi 
perubahan melingkupi konteks masa lalu (past), sekarang (present), dan masa 
depan (future). Berikut adalah data pembangunan infrastruktur di Desa Seberang 
Taluk Hilir dari tahun 2016 sampai tahun 2018, yaitu sebagai berikut:     
Tabel 5.14: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun  
2016 
No Jenis Kegiatan Lokasi Pembiayaan Keterang 
an Jumlah (Rp) Sumber 
1. Pembangunan satu unit 
MCK 3M X 3,5 
Desa 27.800.000 APBDES Terlaksana 
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2. Rehab berkala gedung 
Kantor Kepala Desa 
dan Kantor BPD  
Desa 11.000.000 APBDES Terlaksana 
3. Pembangunan turap 
dan pintu air 
Desa 32.520.150 APBDES Terlaksana 
4. Pembangunan jalan 
usaha tani  
Desa 50.130.600 APBDES Terlaksana 
5. Pembangunan jalan 
pemukiman 
Desa 156.100.500 APBDES Terlaksana 
6. Pengadaan alat 
kesehatan 
Desa 8.520.000 APBDES Terlaksana 
Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk hilir 2019 
Dari tabel di atas, terlihat bahwa adanya peningkatan pembangunan dari 
tahun 2015 ketahun 2016. Terdapat 6 (enam) rencana kerja pembangunan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun 2016 dapat dilaksanakan 
keseluruhannya. Sedangkan  rencana kerja untuk kegiaan 2017 adalah sebagai 
berikut:  
Tabel 5.15: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun  
2017 
No Jenis Kegiatan Lokasi Pembiayaan Keterang 
an Jumlah (Rp) Sumber 
1. Pembagunan  
jerambah beton 
Desa 79.8282.200 APBDES Terlaksana 
2. Pembangunan 
pembukaan jalan baru 
Desa 56.385.100 APBDES Terlaksana 
3. Pembangunan 
pembukaan jalan baru 
Desa 78.783.750 APBDES Terlaksana 
4. Pembangunan Desa 46.007.050 APBDES Terlaksana 
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pembukaan jalan baru 
5. Pembangunan jalan 
pemukiman/semenisasi 
Desa 156.188.000 APBDES Terlaksana 
6. Pembangunan drainase Desa 241.552.000 APBDES Terlaksana 
7. Pembangunan gapura Desa 25.916.900 APBDES Terlaksana 
8. Pengadaan benih padi Desa 33.600.000 APBDES Terlaksana 
9. Pengadaan alat-alat 
kesehatan 
Desa 9.006.100 APBDES Terlaksana 
10 Pemeliharaan balai 
pertemuan  
Desa 1.827.000 APBDES Terlaksana 
Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk hilir 2019 
Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) rencana kerja 
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun 2017 dapat 
dilaksanakan keseluruhannya. Sedangkan  rencana kerja untuk kegiaan 2018 
adalah sebagai berikut:  
Tabel 5.16: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun  
2018 
No Jenis Kegiatan Lokasi Pembiayaan Keterang          
an Jumlah (Rp) Sumber 
1. Kegiatan semenisasi 
jalan pemukiman 
Desa 175.076.600 APBDES Terlaksana 
2. Pembangunan/pemeli
haraan jalan usaha tani 
Desa 287.460.600 APBDES Terlaksana 
3. Kegiatan pembuatan 
jalan baru dan turap 
Desa 128.509.405 APBDES Tidak 
Terlaksana 
4. Pembangunan 
jembatan 
Desa 129.179.800 APBDES Terlaksana 
5. Kegiatan pengadaan Desa 38.900.000 APBDES Terlaksana 
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bibit pinang batara 
6. Pengadaan alat 
pertanian 
Desa 59.905.900 APBDES Terlaksana 
7. Pengembangan bibit 
lokal 
Desa 29.500.000 APBDES Terlaksana 
8. Pemeliharaan sarana 
dana prasaranan 
kesehatan 
Desa 8.245.900 APBDES Terlaksana 
Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk hilir 2019 
 Dari 4 (empat) tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningktan dan 
penurunan pembangunan infrastruktur yang terjadi dari tahun ketahun di Desa 
Seberang Taluk Hilir. Untuk melihat perbandingan pembangunan yang terjadi dari 
tahun ke tahun, penulis membuat grafik pembangunan dari tahun 2016 sampai 
dengan tahun 2018 sebagai berikut: 
Grafik 1.1: Perbandingan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Seberang 
Taluk Hilir 
Sumber: Data olahan 2019 
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 Dari data grafik di atas, terlihat bahwa terdapat kenaikan pembangunan 
infrastruktur yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2017, sedangkan pada 
tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pembangunan. Pada tahun 2017 terdapat 10 
(sepuluh) pembangunan yang dilaksanakan, sedangkan pada tahun 2018 hanya 
terdapat 8 (delapan) pelaksanaan pembangunan yang terealisasi. 
 
